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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM MALPRAKTEK
DALAM TRANSPLANTASI GINJAL
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan
atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka
pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi
dengan baik. Transplantasi Ginjal merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Salah satunya kemajuan pada bidang kesehatan yang amat
berpengaruh dalam dunia kedokteran. Pengaruh tersebut juga menembus berbagai
bidang diluar kedokteran misal bidang hukum yakni adanya malpraktek.

Dalam hukum Islam transplantasi ginjal merupakan sebuah upaya untuk
melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami
keabnormalan, yaitu rusaknya fungsi organ. Hukum Islam dan hukum Positif telah
memberikan sanksi pidana yang tegas dan jelas bagi pelaksana (dokter dan tim
medis) transplantasi ginjal yang malpraktek. Oleh karena itu, penyusun perlu
melakukan suatu penelitian yang khusus mengkaji tentang perlindungan hukum bagi
dokter dan pasien serta sanksi hukum bagi pelaksana transplantasi ginjal yang
malpraktek antara hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini dilakukan guna
menjelaskan kedua hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi
dokter dan pasien menjatuhkan hukuman bagi pelaksana transplantasi yang
malpraktek,serta untuk mencari keefektivitasan di antara kedua hukum tersebut
untuk menanggulangi malpraktek transplantasi ginjal.

Hukuman bagi pelaksana trasplantasi yang malpraktek telah diatur secara
_ khusus pada Pasal 80 dan 81 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan. Pada Pasal 80 dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang
diberikan kepada pelaksana transplantasi organ yang mengkomersilkan organ tubuh.
Sedangkan, Pasal 81 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pihak yang tidak
mempunyai keahlian dan kewenangan dalam transplantasi. Sanksi yang diberikan
berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bersumber pada ketetapan ayat
45 Surat al Maidah, Qur’an mengemukakan ketentuan hukuman delik pelukaan
sebagai syar ‘'uman qablana, yaitu dengan Qishas delik pelukaan.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang
membedakan antara hukum Islam dan hukum Positif dalam memberikan
perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dan juga sanksi bagi pelaksana
transplantasi yang malpraktek ialah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya,
yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku di mana hukum tersebut diterapkan.
Tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
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MOTTO
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :

158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- ba’ B be

i ta’ T te

< sa’ S es (dengan titik di atas)
z jim J je

z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z kha’ kh ka dan ha

3 dal D de

3 zal Z ze (dengan titik di atas)
D) ra’ R er

D zai Z zet

o sin S es

g syin Sy es dan ye
%) sad S es (dengan titik di bawah)
Ul dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ Koma terbalik di atas

¢ gain G ge
- fa’ F ef

G qaf Q gi
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II1.

IV.

4 kaf K ka
J lam L ‘el
P mim M ‘em
O nun N ‘en
5 waw w w
® ha’ H ha
3 hamzah ¢ apostrof
& ya’ Y ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
Y& ditulis sunnah
ale ditulis illah
Ta’ Marbu>t{ah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan /
pailall ditulis al-Ma’idah
Al ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indpnesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan A.

l aaldall 45 y\5a ditulis Mugaranah al-ma zahib
Vokal Pendek
1. ——— Fathah ditulis
2. — kasrah ditulis
3. e dammah ditulis




V. Vokal Panjang

1. | fathah + alif ditulis A
Cbaling ditulis Istihsdn
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
et ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis i
o slal) ditulis al-‘Alwani
4. | Dammah + wawu mati ditulis u
asle ditulis ‘Ulum

VI. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
ph e ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Jet ditulis Qaul

VIIL. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

acil] ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
&S5 Al ditulis la’in syakartum

VIIL. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ol ditulis al-Qur’an
oLl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

Al ditulis ar-Risalah
o Laill ditulis an-Nisa’




IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

& Jal ditulis Ahl al-Ra’yi

FEI | ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR

Agay S A 9 Ouiaipl) ol B L) I3 o3 & aeal)
281 g8 il o 8 9 AIS Cyal o o gl BN O 5 5040
Adguy 9038 daaa G 38 g Al Sl a Y saag A W AN Y o
il Opeal diaua g AT o g deaa o sl g Jua pgll
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah
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menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
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Anbiya’ wa al-Mursalin, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umatnya
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intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal.
Demikian juga bagi. keluarganya, sahabatnya, serta: orang-orang yang tetap
konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga Yaumil Qiyamah.
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum
Malpraktek Dalam Transplantasi Ginjal (Studi Komparasi Hukum Islam
dan Hukum Positif)” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam
pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam berbagai ayatnya Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah Swt. adalah
Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Di antara firman
Allah yaitu :
3n alag ¥ S0 panl§ 03 51 M3 53 (om pin 5 oS i 3 uSELA Al
e all) o) Ll e
Dari ayat ini dapat diketahui bahwa kematian “suatu saat “ pasti datang,
entah itu di masa kanak-kanak, muda atau usia lanjut. Ayat ini menyinggung
tentang ketidakberdayaan di masa tua yang di alami oleh sebagian manusia ketika
mereka dianugerahi umur panjang®. Demikian halnya bila sebelum ajal tiba,
seseorang dalam rentang waktu panjang, tertimpa berbagai penyakit yang
menyebabkan dia harus mendapatkan perawatan dan perhatian medis. Seringkali,
orang itu berhasil mengatasi sakit ringan dengan beristirahat, melakukan proses
pengobatan yang sesuai, menjalani diet secara teratur dan lain-lain. Namun, kita
tidak dapat menampik kemungkinan bahwa suatu saat, salah satu organ tubuhnya
tidak berfungsi lagi dengan baik. Pada saat inilah, tergantung pada sifat kerusakan

organ, orang itu harus menjalani pembedahan atau mengganti sama sekali organ

tubuhnya yang rusak.

! An-Nahl (16) : 70.

> Muammad Asad, The Messege of The Qur’an (Gilbraltar : Dar Al Andalus Limited,
1980), him. 405.



Mengganti organ tubuh yang sakit atau rusak dalam hal ini transplantasi
ginjal sama sekali bukanlah inovasi abad modern. Transplantasi ginjal dimulai
ketika Ullman berhasil mengadakan transplantasi hewan pada tahun 1902 di
Wina, Austria. Dr. Alexis Carrel, seorang ahli bedah dari Prancis, memusatkan
perhatian selama 6 tahun (1904-1910) dalam usahanya menjadikan transplantasi
ginjal sebagai alternatif pengobatan. Salah satunya berhasil melakukan
transplantasi ginjal seekor kucing pada kucing yang lain. Proses transplantasi ini
bérhasil dilakukan setelah ia menguasai cara penjahitan ujung-ujung pembuluh
darah yang telah dipotong agar darah dapat mengalir kembali secara efisien
sebagaimana sebelum dioperasi.

Usaha-usaha selanjutnya mengalami kegagalan, karena timbulnya reaksi
penolakan. Baru pada tahun 1954, Dr. JE Murray berhasil mengadakan
pencangkokan ginjal pada seorang anak yang menderita gagal ginjal terminal
(GGT) dengan ginjal saudara kembarnya.

Transplantasi organ tubuh manusia sebagaimana dipraktekkan saat ini
tentu saja tidak dikenal oleh fugaha klasik. Namun penggunaan bagian tubuh
manusia untuk penyembuhan atau tujuan-tujuan lainnya sudah pernah mereka
bahas. Pandangan mereka tentang apa manfaat yang dapat dipetik dari bagian-
bagian tubuh manusia, jika ada, dan keuntungan mana saja yang secara sah dapat
diambil dari pemanfaatan tersebut jelas relevan dengan isu kontemporer tentang
transplantasi.

Transplantasi diartikan sebagai “pemindahan jaringan atau organ dari

tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Hal ini bisa terjadi dalam satu individu



atau dua individu”? Praktis tujuannya adalah untuk kesembuhan seseorang yang
menderita penyakit ginjal sehingga ia sembuh dari kelainan biologisnya.

Adapun dalil yang digunakan antara lain dalam beberapa Hadist berikut :

‘);K.;G‘JJ 41 H)V!;‘J@'Aﬁ?}&\op&‘d\_}c\‘,_"i\
4?)€J\JA\J¢‘J

54.“\05}.34:&).39‘ﬂ‘;&‘jd&.\*@id}ég\}dt}‘ddﬁ

Dalam menegakkan suatu peraturan, para ahli hukum Islam selalu merujuk
pada 3 sumber yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Setiap permasalahan
yang tidak mempunyai dasar yang tegas dari Al-Qur’an dan As-Sunnah
digolongkan sebagai masalah ijtihadiyah, dimana manusia diberi kesempatan
untuk menetapkan hukumnya.®

Ijtihad didefinisikan sebagai pembuka jalan bagi diskusi secara logis dan
bermanfaat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Pintu
ijjtihad tentu tidak terbuka untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang

mempunyai keahlian di bidang hukum Islam. Permasalahan transplantasi ginjal ini

3 Baried Ishom, Dasar Pengertian Mengenai Transplantasi dalam Sorotan Hukum Islam
(Yogyakarta : Persatuan , 1980), hlm. 7.

*  Abu Dawud, Shahih Sunan al Mushthafa li al Imam Abu Dawud (Kairo : al Mathba’at
al Faziyat,t.th.), Juz I, hlm. 150-151.

> Muslim, Shahih Musiim (Kairo : Mathba’at Muhammad ‘Ali Shahib, t.th.), Juz VII,
hlm. 21.

¢ Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo (ed), Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia,
Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin “dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam”
(Yogyakarta : Aditya Media , 1993), hlm. 41-42.



merupakan permasalahan ijtihad, sehingga membuka peluang bagi ahli hukum
Islam untuk berijtihad.

Dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat klinis
dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh
Manusia, diketahui bahwa :

“Transplantasi  adalah rangkaian tindakan kedokteran wuntuk
memindahkan alat atau jaringan tubuh orang lain dalam rangka
pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh manusia yang
tidak berfungsi dengan baik™.”

Tata cara transplantasi ginjal diatur oleh Menteri Kesehatan. Transplantasi
hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang
yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan tidak boleh dilakukan oleh dokter yang
merawat penderita atau pasien.®

Penentuan saat mati ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak ada
sangkut paut medis dengan dokter yang melakukan transplantasi .° Pengambilan
alat atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata
dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan izin tertulis
keluarga yang terdekat.'®

Pada donor hidup harus ada persetujuan tertulis dari calon donor dengan

terlebih dahulu diberitahu dokter mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga calon donor menyadari

7 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 Bab I Pasal 1 hurufe.
 Ibid, BabV Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 (1) dan (2).
® Ibid, BabV Pasal 12.

19 Ibid, Bab VI Pasal 14.



sepenuhnya arti pemberitahuan tersebut."' Jual beli organ dan alat tubuh manusia
dilarang."?

Tujuan dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 ada dua yaitu :

1. Menjamin bahwa pengambilan alat atau jaringan tubuh manusia yang akan
dipindah itu, betul-betul dengan maksud pengobatan dan menolong
penderita.

2. Memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana transplantasi.

Terdapat suatu adagium dalam hukum kedokteran yang berbunyi :

“volunti non fit infura”, artinya barang siapa sudah menyatakan kesediaannya
menanggung resiko, tidak dapat kemudian menuntut apabila terjadi resiko tinggi,
misalnya pada transplantasi gagal ginjal terminal, baik pada resipien maupun
donor.

Dalam transplantasi ginjal muncul sebuah persoalan yang ada kaitanya
dengan hukum di antaranya malpraktek, contoh kasus seorang pasien yang
menderita gagal ginjal terminal datang kepada seorang dokter minta kesembuhan,
dokter itu menyarankan kepada pasiennya untuk menjalani operasi transplantasi,
yaitu dengan jalan mencari donor ginjal, dokter tidak memberikan informasi yang
lengkap kepada pasiennya, sehingga pasien kurang paham mengenai resikonya,
sesuai standar profesi medik dokter harus memberikan informasi yang lengkap
kepada pasiennya, dan meminta persetujuan dari pasien untuk melakukan
prosedur operasi yang akan dijalankan, yaitu adanya kontrak / informed consent.

Tapi dokter tersebut tidak melakukan kontrak alasannya dalam keadaan darurat,

" Ibid, Bab VII Pasal 15 ayat (1) dan (2).

2 Ibid, Bab VI Pasal 17.



segera pasien harus menjalani operasi segera, walaupun demikian dokter tidak
dibenarkan melakukan transplantasi tanpa ada kontrak (informed concsent)
terlebih dahulu. Kondisi di Rumah Sakit realitas yang terjadi tentunya berbeda,
ada seorang pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan ia harus segera
menjalani operasi transplantasi ginjal, akibat kecelakaan itu ginjalnya rusak. Tapi
karena belum ada persetujuan dari pasien maupun keluargannya maka operasi
belum bisa dilakukan, akibatnya pasien meninggal dunia, karena terlalu lama
menunggu proses administrasi. Di sisi lain pihak Rumah Sakit sudah melakukan
prosedur medis yang benar, untuk mencegah adanya iplikasi hukum akibat
transplantasi itu, atau malpraktek. Berangkat dari realitas tersebut penyusun
tertarik meneliti hal tersebut, dari sudut pandang Hukum.

Hukum Positif dalam hal ini (Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981,
Undang-Undang No.23 Tahun 1992 serta Undang-Undang No.29 Tahun 2004)
dan Hukum Islam adalah konsep hukum yang berbeda yang di dalamnya terdapat
kekurangan dan kelebihannya, yang nantinya dapat dikomparasi, hal ini
memberikan kesempatan bagi penyusun untuk meneliti konsep kedua hukum

tersebut.



B. Pokok Masalah
Agar kajian dalam penelitian ini lebih terfokus maka akan dibatasi pada
pokok permasalahan. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Perlindungan Hukum apa bagi pelaksana transplantasi ginjal dalam hal
ini dokter yang didalamnya termasuk resipien atau pasien baik itu
Hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. Bagaimana hukuman (sanksi) bagi pelaksana transplantasi ginjal yang
tidak sesuai dengan standard profesi medis (Malpraktek) baik itu

Hukum Islam maupun Hukum Positif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mencari korelasi hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif,
perlindungan hukum apa yang ideal bagi pelaksana transplantasi baik itu
dokter maupun pasien (resipien).

b. Mencari| konsep hukuman (sanksi) apa yang pantas diterima oleh
pelaksana transplantasi ginjal yang tidak sesuai dengan standard profesi
medis (malpraktek).

2. Kegunaan Penelitian ini antara lain :

a. Memperluas serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang kajian hukum

Islam dan hukum positif pada umumnya dan transplantasi ginjal pada

khususnya.



b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan
masalah transplantasi ginjal dan semoga menjadi salah satu referensi

dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang transplantasi ginjal dan hukuman bagi
pelaksana transplantasi yang tidak sesuai prosedur medis dengan cara
mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif belum banyak yang
melakukannya. Berikut di bawah ini penyusun sebutkan beberapa referensi baik
berupa buku dan kitab yang terkait dengan studi yang akan penyusun bahas
tersebut.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tenfang kesehatan, dalam
Undang-Undang ini telah diatur berbagai hal tentang transplantasi, antara lain
pelaksanaan dan tujuan translantasi, ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan
transplantasi organ seperti penjualan organ.

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan
Bedah Mayat Anatiomis serta Transplantasi. Alat dan. atau Jaringan Tubuh
Manusia, dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dijelaskan berbagai hal
tentang transplantasi, antara lain pengertian transplantasi, tata cara
transplantasi,dan ketentuan pidana transplantasi organ.

Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam
Undang-Undang ini telah diatur mengenai persetujuan tindakan kedokteran,

ketentuan pelaksanaan praktik kedokteran dan ketentuan pidananya.



Buku Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ
Tubuh karangan Rio Christiawn, S.H., buku ini menjelaskan tentang persoalan
medis dan yuridis transplantasi organ.”’ Berdasarkan Undang-Undang No.23
Tahun 1992 tentang Keschatan dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981
tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat
dan atau Jaringan Tubuh Manusia, dia meneliti tentang perlindungan hukum
positif terhadap tindakan medis transplantasi organ, baik itu pasien maupun dokter
yang melaksanakan transplantasi ginjal, dengan memenuhi persyaratan sesuai
tahapan-tahapan transplantasi ginjal.

Selain itu juga ada buku yang berjudul Kloning, Euthanasia, Transfusi
Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewarn, “ Telaah Figh dan
Bioetika Islam” karangan Abul Fadl Mohsin Ebrahim, buku ini mengeksplorasi

berbagai pandangan ulama kontemporer tentang transplantasi organ'*

, tetapi
dalam hal ini masih terdapat pro dan kontra,sehingga perlu dicari titik temu dari
berbagai pandangan tersebut.

Kemudian kitab al- Tasyri’ al-Jind@’i al-Islami, karangan Abd. Al-Qadir
Awdah, dalam kitab ini dijelaskan tentang pengertian tindak pidana dalam syari’at

Islam, macam-macam jarimah (tindak pidana) dan macam-macam sanksi terhadap

tindak pidana dalam Islam.

1 Rio Christiawan, S.H. , Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi
Organ Tubuh (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2003).

4" Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Kloning, Euthanasia, T ransfusi Darah, Transplatasi
Organ, dan Eksperimen pada Hewan “Telaah Fikih dan Bioetika Islam” , alih bahasa
Mujiburohman (Jakarta : Serami Ilmu Semesta , 2004).
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/

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran
Univeritas Gajah Mada mengenai transplantasi gijal yang ditinjau dari segi medis,
hukum dan agama Islam belum secara rinci membahas perlindungan hukum dan
sanksi hukum malpraktek transplantasi ginjal. Sedang dalam skripsi belum
ditemukan sehingga terbuka dalam skripsi ini untuk mengkaji tentang

transplantasi ginjal antara hukum Islam dan hukum Positif.

E. Kerangka Teoretik

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia
lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan di
dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Norma yang bernama hukum
ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain, yaitu ia
memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi sebagai sarana keadilan,
pengamanan dan pelindung masyarakat serta penunjang pembangunan.

Hukum cenderung menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian
pedoman berperilaku dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang bila
perlu melakukan tindakan-tindakan paksaan dalam rangka perlindungan hak dan
kepentingan warga masyarakat yang dirugikan atau diganggu oleh anggota
masyarakat yang lain.

Keperangkatan dan peran hukum yang terasa sekali dalam mewarnai tata
kehidupan bermasyarakat dengan daya paksa dan wibawanya serta daya gunanya
itu semakin berperan serta dalam menstukturisasi kehidupan sosial. Hampir tiap

masyarakat memiliki hukum yang berperan di dalamnya, baik dalam bentuk
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kaidah tak tertulis maupun yang tertulis. Hukum adalah alat untuk mengatur
manusia, akan tet'cipi hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia
dalam masyarakat. Norma hukum sebagai kaidah mempunyai arti endapan
kesadaran sebagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat.”” Hukum
menjaga keutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis
dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial, kalau selalu merasa ada tekanan atau
ketidaktepatan ikatan sosial.!® Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan
yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam
menjaga keutuhan atau kepentingan umum.'” Dengan demikian hukum menjadi
sesuatu yang melihat kedepan, tidak semata-mata sebagai kekuatan untuk
mengekang kejahatan dan keburukan, melainkan sebagai instrumen positif untuk
merealisir tujuan-tujuan manusia.

Persoalan kaitan antara hukum dan transplantasi sebagai aplikasi dari
tindakan medis, dapat dijelaskan bahwa hukum sebagai kaidah atau norma sosial
tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam martbat manusia, esensinya
hukum adalah pencerminan dari konkritisasi nilai-nilai yang akan menyesuaikan
dengan kondisi yang berubah.'®

Transplantasi sebagai suatu perkembangan di bidang kedokteran yang

melibatkan manusia di dalamnya baik resipien maupun donor, maka hukum di sini

> Bambang Poemomo, Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana
(Yogyakarta: Liberty, 1988), him. 9.

16 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
1993), him. 2.

17 Ibid, him. 3.

8 M. Jusuf Hanafiah, Etika Kesehatan dan Hukum Kesehatan (Jakarta : ECG, 1999),
him. 25.
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berfungsi memberikan batasan-batasan yang mencerminkan nilai-nilai yang luhur
dalam masyarakat.

Menurut Masyfuk Zuhdi, boleh atau tidaknya suatu transplantasi
dilakukan tergantung pada kondisi donor. Pada donor hidup dan donor dalam
keadaan hampir meninggal, transplantasi tidak diperbolehkan dengan asumsi
bahwa hal tersebut akan membahayakan donor, sementara kaidah ushul figh
menyatakan :

Yrlladt il Jle 2 deauladle 5o

Wy paY 5y pa¥
Pada donor meninggal transplantasi diperbolehkan dengan syarat :
1. Resipien dalam keadaan darurat
2. Transplantasi tidak akan menimbulkan komplikasi pada resipien.
Drs. Asymuni Abdul Rachman, tidak mendasarkan pada kondisi donor
dalam menetapkan hukum, tetapi pada kaidah Ushul :
Mlagia | &3y b 1)y Lagalas 18 1y (0 U e gy e 1Y
Yang dimaksud dengan kemudharatan yang berat adalah hilangnya nyawa,
sedangkan kemudharatan ringan adalah pelukaan terhadap mayat. Dengan kaidah

tersebut beliau menyimpulkan bahwa pencangkokan dengan tujuan pengobatan,

¥ Drs. Asymuni Abdul Rachman, Qawa’idul Fighiyyah (Yogyakarta : Bulan Bintang,
1976), him. 29.

2 Abdul Wahab Khallaf, /lmu Ushul Figh, alih bahasa Drs. H. Zuhri (Semarang : Dina
Utama, 1994), him. 282.

! Drs. Asymuni Abdul Rachman, Qawa ‘idul Fighiyyah.., him. 30.
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yang kalau tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien hukumnya mubah
karena darurat.

Dalam persoalan transplantasi ginjal hukum Islam di sini masuk dalam
wilayah hukum, yaitu Figh Jinayah, munculnya persoalan di mana terdapat
malpraktek atau terjadi kelalaian dan kesalahan medik yang tidak sesuai dengan
standard profesi medis, maka diperlukan sebuah ijtihad hukum dalam persoalan
semacam ini.

Perubahan dan perkembangan zaman bukan sekedar ditandai oleh
perjalanan waktu, tetapi yang lebih penting ditentukan oleh berbagai penemuan
yang secara revolusioner berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Salah
satunya adalah penemuan transplantasi yang amat berpengaruh dalam dunia
kedokteran. Selanjutnya, pengaruh tersebut juga menembus berbagai bidang
diluar kedokteran misalnya bidang hukum.

Dalam hal ini transplantasi hanya dibatasi pada homotransplantasi
(Allotransplantasi) saja dengan mengesampingakan heterotransplantasi, sehingga
hanya terfokus pada donor genetis tak identik atau spesies yang sama, manusia
untuk manusia lainnya, baik dalam keadaan hidup mupun mati.

Persoalan transplantasi ginjal terkait dengan etika yaitu etika kedokteran
dan hukum kesehatan. Telah banyak ahli filsafat yang menyusun definisi tentang
etika. Dalam Menuju ke Pemikiran Filsafat yang judul aslinya Op Wegnaar
Wijsgering Denken oleh Dr. M.Y. Lengeveld, Maha Guru Ryks-Universiteit

Utrecht telah disusun definisi etika sebagai berikut :
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Etika adalah “teori tentang perbuatan manusia yaitu ditimbang menurut

baik dan buruk”.

Menurut Soerjono Soekanto, etika keschatan jelas mencakup penilaian
terhadap gejala kesehatan yang disetujui atau tidak disetujui dan juga mencakup
suatu rekomendasi bagaimana bersikap tidak secara pantas dalam bidang
kesehatan. Masalah transplantasi organ manusia yang menonjol dalam hubungan
dengan etika kesehatan, apakah suatu penawaran organ dari seorang manusia yang
masih hidup boleh diterima? Dan kapankah waktu penerimaan organ yang
ditawarkan ? misalnya dalam transplantasi ginjal bisa didapat dari donor yang
masih dalam keadaan segar bugar atau seorang donor yang sudah dinyatakan
meninggal dunia (donor cadaver).

M. Vink, Guru Besar di Leiden menyatakan bahwa berhubung adanya
problema di bidang etika kesehatan khususnya yang ada hubungannya dengan
donor yang masih hidup, maka diberikan prioritas kepada transplantasi ginjal
cadaver. Vink berpendapat bahwa seorang (chirurg) pada dasarnya tidak
menyukai transplantasi ginjal dari orang yang masih hidup (afkering).

N. G. Meyne mengemukakan bahwa mutlak perlu kondisi optimal organ
yang hendak ditransplantasikan, dan paling esensial, kesepakatan tentang kriteria
pengertian mati seseorang karena sebagian besar donor adalah donor yang sudah
meninggal atau cadaver. Meninggal dunia itu proses yang berjalan dengan tahap-
tahap. Proses dari tahap ketahap bisa berjalan cepat bisa juga berjalan perlahan.

Antara manusia dalam keadaan sehat dan manusia sebagai mayat ada jarak

yang besar. Jarak itu dibagi tahap-tahap antara sehat dan hampir mayat. Pada
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suatu tahap tertentu ialah tidak berfungsinya lagi otak maka manusia tidak lagi

dapat disebut persona akan tetapi suatu gabungan organ.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library
research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku maupun sumber tertulis
lainnya, baik sebagai sumber primer (utama) maupun sumber sekunder
(tambahan).
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang kami gunakan ialah deskriptif analisis komparatif,
yaitu memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas, sistematis,
faktual dan akurat mengenai transplantasi ginjal yaitu perlindungan dan sanksi
hukum menurut hukum Islam dan hukum Positif.
3. Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan = dalam penelitian ini - adalah dengan
mengumpulkan data. dari bahan-bahan pustaka yang sesuai dan mendukung
penelitian ini. Adapun sumber datanya digolongkan menjadi tiga bagian yaitu
sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Sumber data
primer dari Hukum Islam meliputi al-Qur’an, al-Hadis, Figh dan Ushul Figh dan
dari hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang
transplantasi organ di Indonesia yaitu Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992

tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang bedah Mayat
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Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan
Tubuh dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan
penelitian ini dan untuk data tertier berupa kamus-kamus hukum baik hukum
Positif maupun hukum Islam.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis
adalah pendekatan dalam rangka untuk menggali data dengan berdasar pada
hukum Islam dan hukum Positif. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui
tentang aturan-aturan hukum dan sanksi hukum bagi pelaku transplantasi yang
tidak sesuai prosedur medis menurut hukum Positif dan hukum Islam.

Normatif adalah pendekatan yang berdasar atas norma-norma agama
seperti al-Qur’an, Hadis maupun kaidah-kaidah figh. Dalam penelitian ini,
pendekatan ini berfungsi untuk mencari relevansi hukum positif maupun hasil
ijtthad hukum Islam, apakah hukum tersebut legitimate dalam pandangan sumber
hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu kalimat
yang secara menyeluruh menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.
Disesuaikan dengan arah atau sudut-sudut pandang dalam segi hakekat persoalan.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah:
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a. Deduksi yaitu : pola pikir yang diambil berdasarkan data umum yang
kemudian disaring, diolah dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

b. Komparasi yaitu : dengan membandingkan pendapat para Ulama / Sarjana
dan ilmuan kemudian diambil pendapat yang paling tepat dan kuat untuk
diterapkan sebagai dasar terhadap masalah pokok, atau dengan jalan tengah

dengan mengetengahkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunannya, maka
penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab pembahasan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua mengeksplorasi transplantasi ginjal dari aspek
hukum Islam (pengertian dan dasar hukum transplantasi, tujuan transplantasi,
tahap-tahap transplantasi, akibat hukum transplantasi ginjal).

Sedangkan pada bab ketiga akan membahas dan menerangkan tentang
pengertian dan dasar hukum transplantasi, tujuan transplantasi, tahap-tahap
transplantasi, akibat hukum transplantasi ginjal dalam hal ini perlindungan hukum
bagi dokter serta resipien dan hukuman (sanksi) bagi pelaku transplantasi yang
tidak sesuai prosedur medis (malpraktek) menurut hukum positif.

Selanjutnya dalam bab keempat, penyusun akan menganalisis dan

mengkomparasikan tentang perlindungan hukum bagi pelaksanaan transplantasi
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ginjal termasuk didalamnya dokter dan pasien (resipien) menurut hukum Islam
dan hukum Positif, kemudian menganalisis dan mengkomparasikan kedua hukum
tersebut guna mencari sanksi hukum yang tepat bagi pelaku transplantasi ginjal
yang tidak sesuai standard profesi medis (Malpraktek) antara hukum Islam dan
hukum Positif.

Sedangkan pada bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini

yang berisi kesimpulan dan saran-saran.






BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan
jawaban dari pokok permasalahan yang telah kami uraikan pada awal pembahasan
dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

Pertama, Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Positif cukup
jelas dengan adanya informed consent | persetujuan tindakan medis yang diatur
dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan diatur
sebelumnya baik Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 maupun Undang-
Undang No.23 Tahun 1992, yang di dalamnya mengatur prosedur medis tentang
transplantasi ginjal. Sehingga kalau terjadi malpraktek dapat dilihat bahwa apakah
dokter dan tim medis melakukan kesalahan atau tidak, Jadi jenis perlindungan
yang diberikan berupa kontrak tertulis antara pasien, donor dan dokter, secara
prosedur medis dilakukan sebelum operasi dilaksanakan, dan secara administratife
dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditunjuk pemerintah, sehingga hal itu
mempunyai implikasi hukum yang jelas dan pasti. Sedang dalam Hukum Islam
perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter maupun pasien berupa prinsip-
prinsip hukum yang terkandung dalam hukum Islam yaitu ketentuan syara’, yang
menyatakan bahwa membolehkan pengambilan organ tubuh seseorang yang sudah
mati untuk ditransplantasikan pada tubuh seseorang yang masih hidup, dengan
syarat bahwa donor adalah sudah dewasa dan sudah mengemukakan persetujuan

itu begitu juga pasien secara tertulis dan dihadiri saksi yang adil dan dapat
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dipercya. Jadi jelas di sini perlindungan hukum yang diberikan berupa kontrak
tertulis antara dokter dan pasien untuk menghindari implikasi hukum dari
pelaksanaan transplantasi ginjal.

Kedua, tindak malpraktek dalam transplantasi ginjal menurut hukum
positif dalam hal ini Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan
Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah
Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau jaringan Tubuh Manusia, dan
hukum Islam adalah termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum (peraturan
perundang-undangan) dan termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

Dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana
malpraktek transplantasi ginjal (dokter dan tim medis) kedua hukum tersebut
memberikan hukuman yang sangat berat. Penjatuhan hukuman tersebut akan
mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian
materi maupun non materi seperti kehormatan, perampasan kemerdekaaan, hak
kebebasan dan lain sebagainya.

Sanksi hukuman terhadap pelaku transplantasi ginjal yang tidak sesuai
standar medis (Malpraktek) telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 80 dan Pasal 81
yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu paling lama 7
tahun dan denda berupa uang setinggi-tingginya 140 juta rupiah yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Dan ditentukan juga dalam KUH
Pidana Pasal 361, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan

paling lama 1 tahun dan dicabut hak menjalankan pekerjaannya tersebut.
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Sedangkan dalam hukum Islam sanksi hukumannya berupa bagi pelaku delik
pelukaan (dokter dan tim medis) mentransplantasi ginjal yang tidak sesuai
standard medis dilakukan dengan cara diqisas, yang secara implisit dalam surat Al
Maidah ayat 45 yaitu mengganti ginjal yang rusak akibat kesalahan medis baik
dengan cara si janiy (dokter / tim medis malpraktek) mencari donor cadaver
(mayat), ditransplantasikan kepada majniy ‘alaih (pasien) sampai normal kembali,
maupun si janiy sendiri yang jadi donornya dan biaya operasi ditanggung oleh

orang yang melakukan malpraktek.

B. Saran-saran

1. Bagi pemerintah dapat merancang dan jika mungkin mengganti undang-
undang yang telah ada tersebut untuk disesuaikan dengan hukum Islam,
dikarenakan dari beberapa segi sanksi pidana dalam hukum Islam lebih
jelas dan tegas, dan tentunya sangat efektif untuk mencegah dan menekan
bahaya malpraktek.

2. Supremasi “hukum perln ditegakkan, terutama kepada para pelaku
(dokter dan petugas medis) transplantasi ginjal yang tidak sesuai standart
medis (Malpraktek). Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat
kesalahan yang fatal maka perlu diberikan sanksi atau hukuman yang
seberat-beratnya dan tidak pandang bagi pelaku malpraktek (dokter dan

- tim medis). Bila perlu hukuman penjara seumur hidup bahkan jika perlu

hukuman mati.
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3. Penelitian terhadap hukum Islam dan hukum Positif ini masih terdapat
banyak kelemahan, oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut

lagi untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif.
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